UNTUK TAHUN YANG

PENDAPATAN - LRA

LRAIAN

PENDAPATAN ASLIDAERAH - LRA

Pajak Daerah - LRA
Rctribusi Daerah - LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Lain-lain Pendapatan Asl

i Daerah yang Sah - LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Transfer Pemerintah Pusat - 1"ainnya

Dana Insentif Daerah (DI
Dana Desa

Insentif Fiskal

D)

Transfer Pemerintah - Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA

Pendapatan Hibah - LRA

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Reff
CaLK

511
5.1.la
51 La.1
51la.2
51.la.3
51.La.4

5.1.1.b
5.1.1.b.l
S.llb.1.1
51.1b.12
5.11.b 13

5.1.1.b.2

51 1b.2.1
51 1b22

5.1.1.b.3
511b 3a
5.1.1.b.3.b

5.1.1x
511C1

5.1.2
512a
512a.l
512a2
512a3
512.a4

(Audited)

TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN

732.724.279.000,00
349.087 633.000,00
347.307.181.000,00
20.387.603.000,00
15.941.862.000,00

2.391.002.486.805,00
1.895.620.984.305,00
39.442.862.000,00
1.305.134 049.000,00
551.044.073.305,00

329.102.117.000,00
321.870.852.000,00

7.231.265.000,00

166.279.385.500,00
157.348.732.000,00

8.930.653.500,00

3.123.726.765.805,00

2.787.992.397.837,00
2.368.203.152.339,00
1.271.343.359.377,00
981.231.242.462,00
93.078.150.500,00
22.550.400.000,00

REALISASI

731.692.733.050,02
319.347.793.179,00
311.095.889.985,02
22.993.196.214,00
78.255.853.672,00

2.378.626.054.997,00
1.886.042.182.217,00
33.709.756.600,00
1.303.491 093.061,00
548.841 332.556,00

328.961.888.000,00
321.730 623.000,00

7.231.265.000,00

163.621.984.780,00
154.873.323.614,00
8.748 661.166,00

3.110.318.788.047,02

2.616.780.856.458,00
2.215.332.470.671,00
1.199.553.911.642,00
900.910.267.590,00
92.587.598.939,00

22.280 692.500,00

%

99,86
91,48
89,57
112,78
490,88

99,48
99,49
85,46
99,87

99,60

99,96

99,96

100,00

98,40
98,43

97,96

99,57

93,86
93,54
94,35
91,81
99,47
98,80

(dalam Rupiah)

REALISASI
TA 2024

602.836.541.784,47
208.450.106.295,00
356.132.261.707,47
19.597.159.894,00
18.657.013.888,00

2.387.793.407.306,00
1.809.126.435.120,00
38.009.124.000,00
1.202.998.957.000,00
568.118.354 120,00

329.169.928.000,00
316.239.825.000,00
12.930.103.000,00

249.497.044.186,00
226.314.945.686,00
23.182 098.500,00

3.071.648.000,00
3.071.648.000,00
2.993.701.597.090,47

2.594.809.696.551,80
2.228.815.083.770,80
1165.882.185.148,00
903.280.437.788,80
130.417.060.834,00
29.235 400.000,00



IJRAIAN

BELANJA MODAL
Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

Transfer Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Retribusi

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH

SURPLUS/ ( DIFISIT)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA )

Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

PENGELUARAN DAERAH

Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa I"bih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Lihat Catalan atas Laporan Keuanganyang merupakan bagianyang tidak terptsahkan dart laporan keuangan secara keseluruhan

Reff
CaLK

51.2b
5.1.2.b.l
5.1.2.b.2
512b3
512b4
51.2b5
512b6

5.1.2.C
512c

513
513a
513al
5.13a2
5.13.a3

514
514a
514a.1
5.14.a2

514a3

5.L4.b
5.1.4.b.l
514b.2

515

TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN

3
417.124.245.498,00
8.943.287.000.00
117.276 749.270,00
84.039.745.152,00
180.149.820.558,00
26.371.364.438,00
343.279.080,00

2.665.000.000,00
2.665.000.000,00

497.086.729.000,00
497.086.729.000,00
21.357.032.400,00
4.542.967.600.00
471.186.729.000,00

(161.352.361.032,00)

168.352.361.032,00

1.500.000.000,00
169.852.361.032,00

7.500.000.000,00
1.000.000.000,00
8.500.000.000,00

161.352.361.032,00

REALISASI

4
399.297.238.516,00
3.749 375.000,00
112.650.087.395,00
80.023.255.964,00
176.193.275.755,00
26.388 086.692,00
293.157.710,00

2.151.147.271,00
2.151.147.271,00

488.810.717.000,00
488.810.717.000,00
14.183.853.900,00
3.587.363.100,00
471.039.500.000,00

4.727.214.589,02

168.352.361.032,63

1.501 131.364,00

169.853.492.3%,63

7.500.000.000,00
1.000 000.000,00
8.500.000.000,00

161.353.492.3%,63

166.080.706.985,65

5
95,73
41,92
96,05
95,22
97,80
100,06
85,40

80,72
80,72

98,34
98,34
66,41
78,97
99,97

(2,93)

100,00

100,08
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

REALISASI
TA 2024

6
364.288.585.185,00
93.915.643.627,00
117.628.988.778,00
131.886.142.737,00
20.849.910.043.00
7.900.000,00

1.706.027.5%,00
1.706.027.596,00

497.080.562.104,00
497.080.562.104,00
20.960.911.579,00
2.628.825.525,00
473.490.825.000,00

(98.188.661.565,33)

236.131.976.034,%
33.800.000.000,00
2.609.046.563,00
272.541.022.597,96

5.000.000 000,00
1.000.000.000,00
6.000.000.000,00

266.541.022.597,%

168.352.361.032,63

N, S.H. M.M.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSIJAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor 227/T/SIDJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 Kepada Ytb. Bupati
Lampiran Satu Berkas Kabupaten Tegal
Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan di

Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Slawi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait
lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan
yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan
efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

a. Belanjajasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo dan RSUD
Suradadi dibayarkan tidak sesuai dengan nilai riil yang diperoleh dari klaim Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan asuransi lain dan pembayaran yang tidak sesuai dengan
standar pembayaran yang telah ditetapkan serta pembayaran jasa pelayanan kepada
pegawai yang cuti besar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan
kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta;



b. Kekurangan volume pada 19 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan
Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
mengakibatkan keiebihan bayar sebesar Rp95,85 juta; dan

c. Badan Pendapatan Daerah tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan atas nomor objek pajak yang diblokir karena menunggak pembayaran
selama tiga tahun berturut-turut dengan nilai potensi piutang yang tidak diterbitkan sebesar
Rp8.215,99juta. Hal tersebut mengakibatkan saldo piutang pajak Pemkab Tegal berpotensi
kurang saji sebesar Rp8.215,99 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar
memerintahkan:

a. Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk memproses dan
mempertanggungjawabkan keiebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta
dengan menyetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah;

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk memproses pemulihan
keiebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp95,85 juta; dan

c. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir
dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas piutang tersebut untuk dicatat
pada laporan keuangan.

Untukjelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 90.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Nomor 90.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-

masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan

kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1

o~ W

Anggota V BPK;

Direktur Jenderal PKN V BPK;
Inspektur Jenderal BPK;

Kepala Badan Renvaja BPK; dan
Inspektur Kabupaten Tegal.



